
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.835, 2023 KEMENPORA. Standar Pelatihan Pelatih 

Olahraga. 

 
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2023 
TENTANG  

STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mengakselerasi pembinaan dan 
pengembangan olahraga prestasi dalam kerangka desain 

besar olahraga nasional, dibutuhkan pelatih olahraga 
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan 
jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan; 

  b. bahwa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, 
serta menjamin ketersediaan pelatih olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 
pelatihan pelatih olahraga secara berjenjang dan 

berkelanjutan; 
  c. bahwa dalam menyelenggarakan pelatihan pelatih 

olahraga diperlukan adanya standar pelatihan pelatih 

olahraga; 
  d. bahwa standar pelatihan pelatih olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c merupakan salah satu lingkup 
standar nasional keolahragaan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 93 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan 

Olahraga tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6782); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); 
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 
STANDAR PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan 

pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis 
untuk mendorong, membina, serta mengembangkan 
potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 

2. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti 
pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, 

sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk 
mencapai prestasi. 

3. Pelatih Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut 
Pelatih Olahraga adalah seseorang yang kompeten dalam 

cabang Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang untuk menyiapkan teknik, fisik, 
taktik, dan mental Olahragawan ataupun kelompok 

Olahragawan. 
4. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya 

disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang 
membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 

(satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan 
organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga 
yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga 

internasional. 
5. Pelatihan Pelatih Olahraga adalah pelatihan yang 

memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang 
berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas 

sebagai Pelatih Olahraga. 
6. Kurikulum Nasional Pelatihan Pelatih Olahraga yang 

selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan 

pengaturan mengenai proses, penilaian, dan capaian 
pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat 
dasar, madya dan utama. 

7. Mata Pelatihan Pelatih Olahraga yang selanjutnya 
disebut Mata Pelatihan adalah materi yang disusun 
berdasarkan kajian bidang ilmu keolahragaan atau 
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pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau 

sejumlah keahlian cabang Olahraga dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan 
dalam Kurikulum. 

8. Jam Pelatihan yang selanjutnya disingkat JP adalah 
satuan waktu yang diperlukan dalam Pelatihan Pelatih 

Olahraga. 
9. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

Pelatih Olahraga berupa pengetahuan, keahlian, dan 
sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. 

10. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian 

terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi 
Pelatih Olahraga untuk dapat melakukan pekerjaan atau 

tugas tertentu dalam bidang keolahragaan yang 
mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap. 

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
12. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya 

disebut Kementerian adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemuda dan Olahraga. 
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Olahraga. 

14. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap 
pemenuhan standar nasional keolahragaan yang 

berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan. 

15. Aktualisasi adalah kemampuan peserta Pelatihan Pelatih 
Olahraga untuk beradaptasi dan responsif terhadap 

kebutuhan fungsional dalam rangka mengelola 
perubahan lingkungan kepelatihan. 

 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga 
bagi:  

a. Kementerian; 
b. Pemerintah Daerah provinsi;  
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  

d. IOCO tingkat pusat; 
e. IOCO tingkat provinsi;  

f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan  
g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan: 
a. menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan 

Pelatih Olahraga yang sistematis, terstruktur, 

berkelanjutan dan terstandardisasi; 
b. menjamin ketersediaan Pelatih Olahraga yang 

berkualitas sesuai dengan standar kepelatihan 
Olahraga dan memiliki sertifikat Kompetensi 

nasional; 
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
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d. menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan 

Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga; 

b. penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; 
c. Akreditasi penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; 

d. kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga; 
e. sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga; 
f. penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga; 

g. pemantauan dan evaluasi; dan 
h. pendanaan. 

 
BAB II 

JENJANG PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 4 
(1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan secara 

berjenjang sesuai dengan Kompetensi calon peserta 
Pelatihan Pelatih Olahraga.   

(2) Jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga meliputi: 

a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar; 
b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya; dan 

c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama. 
 

Bagian Kedua 
Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Dasar 

 
Pasal 5 

Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan 
pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki 

Kompetensi untuk membina dan mengembangkan 
kemampuan dan bakat anak usia di bawah 12 (dua belas) 

tahun, yang meliputi:  
a. keterampilan gerak dasar (fundamental movement skill 

and fundamental sports skills); 

b. kecakapan dasar (physical literacy); dan 
c. membangun kemampuan gerak (motor ability) dan 

pendidikan gerak (motor educability). 
 

Bagian Ketiga 
Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Madya 

 
Pasal 6 

(1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan 
pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki 

Kompetensi untuk bertanggung jawab mengembangkan 
dan meningkatkan potensi Olahragawan elit remaja. 
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(2) Olahragawan elit remaja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia 
sebagai berikut: 
a. Olahragawan elit remaja putra usia 12 (dua belas) 

tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun; dan 
b. Olahragawan elit remaja putri usia 11 (sebelas) 

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 
(3) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: 
a. membangun kapasitas fisik (building physically); dan 

b. membangun kapasitas mental (building mental 
capability). 

 

Bagian Keempat 
Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Utama 

 
Pasal 7 

(1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan 
pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki 

Kompetensi untuk bertanggung jawab meningkatkan 
potensi Olahragawan elit junior dan Olahragawan elit 

senior. 
(2) Olahragawan elit junior sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia 
sebagai berikut: 
a. Olahragawan elit junior putra usia 17 (tujuh belas) 

tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) 
tahun; dan 

b. Olahragawan elit junior putri usia 16 (enam belas) 
tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun. 

(3) Olahragawan elit senior sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia 
sebagai berikut: 

a. Olahragawan elit senior putra usia di atas 21 (dua 
puluh satu) tahun; dan 

b. Olahragawan elit senior putri usia di atas 20 (dua 
puluh) tahun. 

(4) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi 
Olahragawan elit junior dilaksanakan dengan 
mengoptimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan 

mental untuk mendapatkan prestasi tertinggi. 
(5) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi 

Olahragawan elit senior dilaksanakan dengan 
memaksimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan 

mental untuk mendapatkan prestasi tertinggi. 
 

BAB III 

PENYELENGGARA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

Pasal 8 
Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh: 

a. Kementerian; 
b. Pemerintah Daerah provinsi; 

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  
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d. IOCO tingkat pusat; 

e. IOCO tingkat provinsi;  
f. IOCO tingkat kabupaten/kota; dan 
g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga. 

 
Pasal 9 

(1) Kementerian dan IOCO tingkat pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf d 

menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat 
dasar, Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya, dan 
Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama. 

(2) Pemerintah Daerah provinsi, IOCO tingkat provinsi, dan 
klub Olahraga/perkumpulan Olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf e, dan huruf g 
menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat 

dasar dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya. 
(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan IOCO tingkat 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf c dan huruf f menyelenggarakan Pelatihan Pelatih 
Olahraga tingkat dasar. 

 
Pasal 10 

(1) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a secara teknis dilaksanakan oleh deputi yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 
peningkatan prestasi Olahraga. 

(2) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b secara teknis dilaksanakan oleh 
organisasi perangkat daerah provinsi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Olahraga. 

(3) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c secara teknis 

dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Olahraga. 
 

BAB IV 

AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN PELATIH 
OLAHRAGA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 11 

(1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf g 

dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga 
sesuai kewenangannya setelah mendapatkan Akreditasi 

dari Kementerian. 
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menentukan kelayakan 
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penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap:  
a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih 

Olahraga; dan 
b. program Pelatihan Pelatih Olahraga. 

 
Bagian Kedua 

Akreditasi Kelembagaan Penyelenggara 
Pelatihan Pelatih Olahraga 

 

Pasal 12 
(1) Akreditasi terhadap kelembagaan penyelenggara 

Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi komponen: 

a. dasar hukum pendirian penyelenggara Pelatihan 
Pelatih Olahraga; 

b. administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 

Olahraga;  
c. sarana Pelatihan Pelatih Olahraga;  

d. prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga;  
e. pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga;  

f. kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga 
atau pelatihan keolahragaan lainnya; dan  

g. Kompetensi narasumber dan ketersediaan pengelola 

Pelatihan Pelatih Olahraga. 
(2) Penilaian terhadap unsur kelembagaan penyelenggara 

Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki bobot 30% (tiga puluh persen). 

 
Pasal 13 

Penilaian terhadap komponen dasar hukum pendirian 
penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi 

subkomponen keabsahan: 
a. peraturan perundang-undangan atau surat keputusan 

pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Pelatihan 

Pelatih Olahraga. 
 

Pasal 14 

Komponen administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b meliputi subkomponen: 
a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara 

Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 

Pasal 15 
(1) Komponen sarana Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 
meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian 
sarana dengan Mata Pelatihan. 
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(2) Sarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. modul; 
b. papan tulis; 

c. flipchart; 
d. proyektor; 

e. televisi dan video; 
f. audio pengeras suara; 

g. komputer atau laptop; 
h. meja dan kursi;  

i. teknologi multimedia;  
j. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai cabang 

Olahraga; dan/atau 

k. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga lain sesuai 
kebutuhan. 

 
Pasal 16 

(1) Komponen prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d 
meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian 

prasarana dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan 
Pelatih Olahraga. 

(2) Prasarana Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 

a. ruang kelas;  
b. penginapan peserta, narasumber, dan pengelola 

Pelatihan Pelatih Olahraga;  

c. kamar mandi/toilet;  
d. prasarana Olahraga sesuai dengan cabang Olahraga; 

dan 
e. prasarana Olahraga lain sesuai kebutuhan praktik. 

 
Pasal 17 

Komponen pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e 
meliputi subkomponen ketersediaan dana, sumber 

pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan. 
 

Pasal 18 
Komponen kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi 
subkomponen: 

a. Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan keolahragaan 
lainnya yang pernah dilaksanakan; 

b. lulusan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan 
keolahragaan lainnya yang telah dihasilkan dan 
pemanfaatannya; dan 

c. laporan akhir penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga atau pelatihan keolahragaan lainnya. 

 
Pasal 19 

Komponen Kompetensi narasumber dan ketersediaan 
pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi subkomponen: 
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a. kesesuaian antara Kompetensi narasumber dengan 

jenjang Pelatihan Pelatih Keolahragaan yang akan 
diselenggarakan; dan  

b. ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang 

dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
 

Bagian Ketiga 
Akreditasi Program Pelatihan Pelatih Olahraga 

 
Pasal 20 

(1) Akreditasi terhadap program Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b 
meliputi komponen: 

a. Kurikulum; 
b. bahan Pelatihan Pelatih Olahraga; 

c. metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga; 
d. jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
e. peserta Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(2) Penilaian terhadap unsur program Pelatihan Pelatih 
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

bobot 70% (tujuh puluh persen). 
 

Pasal 21 
Komponen Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf a meliputi sub komponen: 

a. kesesuaian isi seluruh Mata Pelatihan dengan tujuan dan 
sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; 

b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan 
instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan dengan 

tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
c. kesesuaian pokok bahasan setiap Mata Pelatihan dengan 

tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional 
khusus. 

 

Pasal 22 
(1) Komponen bahan Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b 
meliputi subkomponen: 

a. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga 
dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih 
Olahraga; dan 

b. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga 
dengan tujuan instruksional umum dan tujuan 

instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan. 
(2) Bahan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang 
dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak. 
 

Pasal 23 
(1) Komponen metode pembelajaran Pelatihan Pelatih 

Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
huruf c disesuaikan dengan Kurikulum. 

(2) Metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan 
cara dan teknik penyampaian materi dalam proses 
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Pelatihan Pelatih Olahraga yang berbentuk 

subkomponen: 
a. ceramah; 
b. studi kasus; 

c. diskusi; 
d. praktik/simulasi; 

e. presentasi; dan 
f. Aktualisasi. 

 
Pasal 24 

Komponen jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d 
meliputi subkomponen kesesuaian alokasi waktu dengan:  

a. program Pelatihan Pelatih Olahraga; 
b. ruang lingkup materi Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 

c. metode Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 

Pasal 25 

Komponen peserta Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e meliputi 

subkomponen kesesuaian calon peserta Pelatihan Pelatih 
Olahraga dengan: 

a. persyaratan umum dan persyaratan khusus yang 
ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan 

b. jumlah yang dipersyaratkan. 

 
Bagian Keempat 

Tim Akreditasi 
 

Pasal 26 
(1) Akreditasi dilakukan oleh tim Akreditasi yang ditetapkan 

oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di 
bidang peningkatan prestasi Olahraga. 

(2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas unsur: 
a. deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di 

bidang peningkatan prestasi Olahraga sebagai 
ketua; 

b. asisten deputi yang menyelenggarakan tugas dan 
fungsi di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan 
sebagai sekretaris;  

c. perwakilan IOCO tingkat pusat atau IOCO tingkat 
provinsi sebagai anggota; dan 

d. praktisi/akademisi bidang kepelatihan Olahraga 
sebagai anggota. 

(3) Jumlah keanggotaan tim Akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 9 
(sembilan) orang. 

(4) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas menilai: 

a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih 
Olahraga; dan 

b. program Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 
 



2023, No.835 
-11- 

Bagian Kelima 

Mekanisme Akreditasi 
 

Pasal 27 

(1) Akreditasi dilaksanakan berdasarkan permohonan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh paling 
rendah: 

a. kepala atau paling rendah sekretaris organisasi 
perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Olahraga; 

b. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Olahraga; 
c. ketua umum IOCO tingkat pusat atau paling rendah 

sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;  
d. ketua umum IOCO tingkat provinsi;  
e. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota; dan 

f. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Kementerian melalui deputi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan 

prestasi Olahraga. 
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), tim Akreditasi melakukan penilaian. 

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
terhadap: 

a. unsur; 
b. komponen; 

c. subkomponen; 
d. bobot; dan 

e. nilai. 
(6) Rincian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

menggunakan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh 

deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di 
bidang peningkatan prestasi Olahraga. 

 
Pasal 28 

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan 

diterima. 
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pertimbangan deputi yang melaksanakan tugas 
dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga 

untuk menetapkan status Akreditasi calon penyelenggara 
Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 

Bagian Keenam 
Status Akreditasi 

 
Pasal 29 

(1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) terdiri atas: 
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a. status terakreditasi; atau 

b. status tidak terakreditasi. 
(2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan dalam hal: 

a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 
(delapan puluh satu koma nol nol); dan 

b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling 
rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol). 

(3) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan dalam hal tidak memenuhi 
nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
 

Pasal 30 
(1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang 

ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mendapatkan 
sertifikat Akreditasi dari deputi yang melaksanakan 

tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi 
Olahraga. 

(2) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang 
ditetapkan berstatus tidak terakreditasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mendapatkan 
surat keterangan tidak terakreditasi dari deputi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan 

prestasi Olahraga. 
(3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
diterbitkan. 

(4) Dalam hal sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) akan habis masa berlakunya, 

penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga mengajukan 
perpanjangan status terakreditasi paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat 

Akreditasi. 
 

Bagian Ketujuh 
Tidak Berlakunya Status Terakreditasi 

 
Pasal 31 

(1) Status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku apabila: 

a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya 
dan tidak diperpanjang; atau 

b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status 
terakreditasinya. 

(2) Status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku dalam 
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan dalam hal: 

a. Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan 
tidak sesuai dengan standar Pelatihan Pelatih 

Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri ini; 
dan/atau 

b. dokumen persyaratan Akreditasi yang disampaikan 
ke Kementerian tidak valid. 
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(3) Dalam hal status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara 
Pelatihan Pelatih Olahraga dapat mengajukan 
permohonan Akreditasi kembali. 

 
Pasal 32 

Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (4) dan pengajuan permohonan 

Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27. 

 
BAB V 

KERJA SAMA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

Pasal 33 
(1) Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf g belum 

terakreditasi, penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga dapat dilakukan menggunakan skema kerja 

sama dengan Kementerian. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama 
penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga. 

 

Pasal 34 
(1) Penyelenggara yang belum terakreditasi mengajukan 

permohonan kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga 
kepada Kementerian melalui deputi yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 
peningkatan prestasi Olahraga. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh 
paling rendah: 

a. kepala organisasi perangkat daerah provinsi dan 
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Olahraga; 
b. ketua umum IOCO tingkat pusat atau paling rendah 

sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;  
c. ketua umum IOCO tingkat provinsi; 
d. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota; dan 

e. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga.  
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan dengan melampirkan rencana program 
penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga, yang 

minimal memuat: 
a. waktu dan tempat pelaksanaan; 
b. jenjang pelatihan; 

c. narasumber; 
d. kepesertaan; 

e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung; dan 
f. ketersediaan anggaran. 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi 
di bidang peningkatan prestasi Olahraga melakukan 
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penilaian kelayakan calon penyelenggara Pelatihan 

Pelatih Olahraga. 
(5) Dalam hal permohonan kerja sama disetujui, deputi yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

peningkatan prestasi Olahraga dan calon penyelenggara 
Pelatihan Pelatih Olahraga menandatangani perjanjian 

kerja sama. 
(6) Format naskah perjanjian kerja sama disusun sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
BAB VI 

SUMBER DAYA MANUSIA PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

Bagian Kesatu  
Umum 

 

Pasal 35 
Sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga terdiri atas: 

a. narasumber;  
b. peserta; dan 

c. pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga. 
 

Bagian Kedua 

Narasumber 
 

Pasal 36 
(1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf a terdiri atas narasumber untuk rumpun Mata 
Pelatihan ilmu keolahragaan dan rumpun Mata Pelatihan 

cabang Olahraga. 
(2) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan ilmu 

keolahragaan terdiri atas: 

a. akademisi bidang ilmu keolahragaan; dan 
b. pakar bidang kepelatihan Olahraga Prestasi. 

(3) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan cabang 
Olahraga terdiri atas: 

a. Pelatih Olahraga berlisensi; 
b. Olahragawan berprestasi tingkat internasional; 

dan/atau 

c. mantan Olahragawan berprestasi tingkat 
internasional. 

(4) Pelatih Olahraga berlisensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dapat menjadi narasumber untuk 

rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga dengan 
ketentuan: 
a. Pelatih Olahraga bersertifikat Pelatihan Pelatih 

Olahraga tingkat utama dapat menjadi narasumber 
pada Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dan 

madya; dan 
b. Pelatih Olahraga berlisensi internasional dapat 

menjadi narasumber pada Pelatihan Pelatih 
Olahraga tingkat utama. 
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Pasal 37 

Untuk menjamin kualitas narasumber sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kementerian 
menyelenggarakan pelatihan narasumber yang dilaksanakan 

sesuai kebutuhan. 
 

Pasal 38 
(1) IOCO tingkat pusat harus memfasilitasi kehadiran 

narasumber dari federasi internasional sesuai cabang 
Olahraga masing-masing dalam Pelatihan Pelatih 
Olahraga. 

(2) Kehadiran narasumber dari federasi internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai 

upaya untuk mendapatkan pengakuan Kompetensi 
Pelatih Olahraga oleh federasi internasional. 

(3) Pengakuan Kompetensi Pelatih Olahraga oleh federasi 
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan melalui konversi penilaian Mata Pelatihan 

dalam Pelatihan Pelatih Olahraga dengan kurikulum 
pelatihan pelatih olahraga tingkat internasional. 

(4) Konversi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan melalui kerangka mutual recognition 

agreement atau mekanisme konversi lainnya yang 
disepakati oleh IOCO tingkat pusat dengan federasi 

internasional. 
 

Bagian Ketiga 

Peserta 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 39 

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b 

dapat berasal dari: 
a. mantan Olahragawan; dan 

b. Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat 
Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(2) Jumlah peserta Pelatihan Pelatih Olahraga ditentukan 
sebagai berikut: 
a. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih 

Olahraga tingkat dasar paling banyak 50 (lima 
puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih 

Olahraga; 
b. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih 

Olahraga tingkat madya paling banyak 30 (tiga 
puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih 
Olahraga; dan 

c. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih 
Olahraga tingkat utama paling banyak 20 (dua 

puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih 
Olahraga. 
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Paragraf 2 

Mantan Olahragawan 
 

Pasal 40 

Peserta dari unsur mantan Olahragawan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a harus memenuhi 

persyaratan: 
a. umum; dan 

b. khusus. 
 

Pasal 41 

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf a meliputi: 

a. berprestasi minimal di tingkat nasional; 
b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari rumah sakit pemerintah; 
c. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian; dan 
d. melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari 

rumah sakit pemerintah.  
 

Pasal 42 
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf b meliputi: 
a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar: 

1. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat provinsi; 

2. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan 
3. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat 

mendaftar. 
b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya: 

1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar; 
2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga; 

3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat; 
4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan 
5. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat 

mendaftar. 
c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama: 

1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat madya; 
2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga; 

3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat; 
4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan 
5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat 

mendaftar. 
 

Paragraf 3 
Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat Pelatihan 

Pelatih Olahraga 
 

Pasal 43 

(1) Bagi peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum 
memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39 ayat (1) huruf b dapat mengikuti jenjang Pelatihan 
Pelatih Olahraga sesuai dengan capaian prestasi 

Olahragawan yang dibina. 
(2) Peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum memiliki 

sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
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huruf b mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga melalui 

penyesuaian. 
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan Pelatih 

Olahraga yang bersertifikat. 
 

Pasal 44 
Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

dilakukan dengan persyaratan: 
a. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat dasar: 

1. pernah mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat 
dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian atau 

IOCO tingkat Pusat yang dibuktikan dengan 
sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau 

surat keterangan dari penyelenggara; atau 
2. Sarjana strata-1 program studi kepelatihan 

Olahraga yang dibuktikan dengan ijazah. 

b. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga 
tingkat madya: 

Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat 
regional asia tenggara yang dibuktikan dengan dokumen 

yang menunjukkan perolehan prestasi pada pekan 
Olahraga dan/atau kejuaraan Olahraga resmi minimal 
tingkat regional asia tenggara atau surat keterangan dari 

IOCO tingkat pusat. 
c. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat utama: 
Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat 

asia yang dibuktikan dengan dokumen yang 
menunjukkan perolehan prestasi pada pekan Olahraga 

dan/atau kejuaraan Olahraga resmi minimal tingkat 
regional asia atau surat keterangan dari IOCO tingkat 
pusat. 

 
Pasal 45 

(1) Pelatih Olahraga yang mengikuti penyesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus tetap 

mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi.  
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk evaluasi pada: 

a. aspek penguasaan materi; 
b. aspek praktik; 

c. aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga; 
dan 

d. aspek sikap perilaku. 
 

Bagian Keempat 

Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga 
 

Pasal 46 
(1) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga merupakan pegawai 

pada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8. 
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(2) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, 
dan evaluasi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga. 

 
Pasal 47 

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga, Kementerian menyelenggarakan bimbingan teknis 
bagi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang dilaksanakan 
sesuai kebutuhan. 

 
BAB VII 

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA 
 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Pasal 48 

(1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menyusun 
perencanaan penyelenggaraan sesuai dengan analisis 
kebutuhan Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun untuk menentukan jenjang 
Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan dilaksanakan, 
sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga, waktu 
dan tempat pelatihan, prasarana dan sarana, dan 
sumber pendanaan. 

 
Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

 
Pasal 49 

Komponen pelaksanaan Pelatihan Pelatih Olahraga terdiri 
atas: 
a. waktu pelatihan; 
b. metode pelatihan; dan 
c. Kurikulum dan Mata Pelatihan. 

 
Paragraf 1 

Waktu Pelatihan 
 

Pasal 50 
(1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dilaksanakan 

selama 6 (enam) hari kerja untuk 48 (empat puluh 
delapan) JP. 

(2) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dilaksanakan 
selama 6 (enam) hari kerja untuk 52 (lima puluh dua) JP 
ditambah Aktualisasi selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) 
bulan. 

(3) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama dilaksanakan 
selama 4 (empat) hari kerja untuk 32 (tiga puluh dua) JP 
ditambah Aktualisasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) 
bulan. 

(4) JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaksanakan per 1 (satu) JP selama 45 (empat 
puluh lima) menit. 



2023, No.835 
-19- 

Paragraf 2 
Metode Pelatihan 

 
Pasal 51 

(1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan dengan metode 
pelatihan: 
a. klasikal; dan/atau 
b. nonklasikal. 

(2) Metode pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan secara tatap muka. 

(3) Metode pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan virtual. 

(4) Selain metode pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pelatihan Pelatih Olahraga dapat dilaksanakan 
melalui metode pelatihan yang memadukan metode 
pelatihan klasikal dan nonklasikal. 

(5) Penentuan metode Pelatihan Pelatih Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan kebutuhan narasumber. 

 
Paragraf 3 

Kurikulum dan Mata Pelatihan 
 

Pasal 52 
(1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan berdasarkan 

Kurikulum dan Mata Pelatihan yang disesuaikan dengan 
jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan ditempuh. 

(2) Kurikulum  dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kurikulum  dan Mata Pelatihan ilmu keolahragaan; 

dan  
b. Kurikulum  dan Mata Pelatihan cabang Olahraga. 

(3) Kurikulum dan Mata Pelatihan cabang Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun 
oleh IOCO tingkat pusat. 

(4) Kurikulum dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
Bagian Ketiga 

Evaluasi Peserta 
 

Pasal 53 
(1) Evaluasi peserta dilaksanakan untuk menilai pencapaian 

Kompetensi peserta Pelatihan Pelatih Olahraga. 
(2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi aspek: 
a. penguasaan materi; 
b. praktik; 
c. Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga; dan 
d. sikap perilaku.  

(3) Petunjuk teknis evaluasi peserta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan 
tugas dan fungsi di bidang peningkatan prestasi 
Olahraga.  
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Pasal 54 

(1) Aspek penguasaan materi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan prasyarat Uji 
Kompetensi, meliputi: 

a. tes awal (pre-test); 
b. kuis; dan 

c. tes akhir (post-test). 
(2) Tes awal (pre-test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan kepada peserta pada awal Pelatihan 
Pelatih Olahraga untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai ilmu 
kepelatihan Olahraga. 

(3) Kuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diberikan kepada peserta di setiap akhir sesi pelatihan 
mengenai suatu pokok bahasan tertentu untuk 

mengetahui pemahaman dan aplikasi terhadap materi. 
(4) Tes akhir (post-test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c diberikan kepada peserta pada akhir Pelatihan 
Pelatih Olahraga untuk mengetahui perkembangan 

pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai ilmu 
kepelatihan Olahraga setelah menerima seluruh materi 
pelatihan. 

 
Pasal 55 

(1) Evaluasi peserta pada aspek praktik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan 

prasyarat Uji Kompetensi yang dilakukan pada setiap 
jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(2) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih 

Olahraga tingkat dasar dilakukan untuk mengetahui 
pemahaman peserta terhadap: 

a. keterampilan gerak dasar (fundamental movement 
skill and fundamental sports skills test); 

b. kecakapan dasar (physical literacy test); dan 
c. kapasitas membangun kemampuan gerak (motor 

ability) dan pendidikan gerak (motor educability). 
(3) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih 

Olahraga tingkat madya dilakukan untuk mengetahui 
pemahaman peserta terhadap keterampilan yang sifatnya 
spesifik cabang Olahraga. 

(4) Evaluasi peserta pada aspek praktik Pelatihan Pelatih 
Olahraga tingkat utama dilakukan untuk mengetahui 

pemahaman peserta terhadap kemampuan menganalisa 
keterampilan gerak lanjutan dan hasil latihan.  

 
Pasal 56 

(1) Aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c 
merupakan prasyarat Uji Kompetensi dimana peserta 

diwajibkan untuk melaksanakan program sesuai dengan 
kertas kerja.  

(2) Aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi 
jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya dan 

Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama. 
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(3) Kertas kerja untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat madya berisi program pelatihan untuk 2 (dua) 
bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan yang dirancang oleh 
peserta dan disetujui oleh narasumber dan harus 

dilaksanakan oleh peserta di tempat asal penugasan. 
(4) Kertas kerja untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat utama berisi program pelatihan untuk 3 (tiga) 
bulan sampai dengan 6 (enam) bulan yang dirancang 

oleh peserta dan disetujui oleh narasumber dan harus 
dilaksanakan oleh peserta di tempat asal penugasan. 

(5) Pelaksanaan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan untuk 
dilakukan diseminasi di depan narasumber. 

 
Pasal 57 

Aspek sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (2) huruf d merupakan prasyarat Uji Kompetensi untuk 
menilai:  

a. integritas, merupakan ketaatan, kepatuhan, dan 
komitmen peserta terhadap seluruh ketentuan yang 

ditetapkan oleh penyelenggara; 
b. kerja sama, merupakan kemampuan peserta untuk 

berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara 
kelompok serta mampu meyakinkan dan 
mempertemukan gagasan; dan  

c. prakarsa, merupakan kemampuan peserta untuk 
mengemukakan gagasan/ide awal yang bermanfaat bagi 

kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas 
sehingga tercapai tingkat kinerja yang optimal. 

  
Pasal 58 

(1) Evaluasi Peserta dilakukan dengan menggunakan sistem 
penilaian (scoring) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai 
dengan 100 (seratus).  

(2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:  

a. sangat memuaskan dengan capaian nilai 90,01 
(sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan 100 

(seratus);  
b. memuaskan dengan capaian nilai 80,01 (delapan 

puluh koma nol satu) sampai dengan 90,0 (sembilan 

puluh koma nol);  
c. baik dengan capaian nilai 70,01 (tujuh puluh koma 

nol satu) sampai dengan 80,0 (delapan puluh koma 
nol);  

d. kurang baik dengan capaian nilai 60,01 (enam 
puluh koma nol satu) sampai dengan 70,0 (tujuh 
puluh koma nol); dan  

e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian nilai 
kurang dari atau sama dengan 60,0 (enam puluh 

koma nol).  
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Bagian Keempat 

Kelulusan 
 

Pasal 59 

(1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga 
menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk 

menentukan status kelulusan peserta.  
(2) Rapat evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan: 
a. sebelum Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar 

berakhir; atau 

b. setelah dilaksanakannya Aktualisasi Pelatihan 
Pelatih Olahraga tingkat madya dan tingkat utama. 

(3) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 
oleh Kementerian, rapat evaluasi akhir harus melibatkan:  

a. narasumber; dan 
b. IOCO tingkat pusat. 

(4) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah provinsi, rapat evaluasi akhir 
harus melibatkan: 

a. Kementerian; 
b. narasumber; 

c. IOCO tingkat pusat; dan 
d. IOCO tingkat provinsi. 

(5) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, rapat evaluasi 
akhir harus melibatkan: 

a. Kementerian; 
b. Pemerintah Daerah provinsi; 

c. narasumber;  
d. IOCO tingkat provinsi; dan 

e. IOCO tingkat kabupaten/kota. 
(6) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 

oleh IOCO tingkat pusat, rapat evaluasi akhir harus 

melibatkan: 
a. Kementerian; dan 

b. narasumber. 
(7) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 

oleh IOCO tingkat provinsi, rapat evaluasi akhir harus 
melibatkan: 
a. Kementerian; 

b. organisasi perangkat daerah provinsi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Olahraga; 
c. IOCO tingkat pusat; dan 

d. narasumber. 
(8) Dalam hal Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan 

oleh IOCO tingkat kabupaten/kota, rapat evaluasi akhir 

harus melibatkan: 
a. Kementerian; 

b. organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Olahraga; 
c. IOCO tingkat pusat;  
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d. IOCO tingkat provinsi; dan 

e. narasumber. 
(9) Rapat evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau hybrid. 

 
Pasal 60 

(1) Berdasarkan hasil rapat evaluasi akhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59, peserta dinyatakan:  

a. lulus; atau  
b. tidak lulus.  

(2) Peserta dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, apabila memperoleh kualifikasi paling 
rendah baik pada setiap aspek evaluasi peserta.  

(3) Peserta dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, apabila:  

a. tidak memenuhi kualifikasi pada salah satu aspek 
evaluasi penguasaan materi, praktik, atau 

Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf c; atau 

b. memperoleh kualifikasi kurang baik pada aspek 
sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

53 ayat (2) huruf d.  
 

Pasal 61 
(1) Bagi Peserta yang dinyatakan:  

a. lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(1) huruf a memperoleh sertifikat dari Kementerian; 
atau 

b. tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
ayat (1) huruf b memperoleh surat keterangan tidak 

lulus dari Kementerian.  
(2) Bagi peserta terbaik yang dinyatakan lulus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kualifikasi 

sangat memuaskan memperoleh piagam penghargaan 
dari penyelenggara.  

 
Bagian Kelima 

Sertifikat 
 

Pasal 62 

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga 
tingkat dasar berhak mendapatkan sertifikat pelatih 

nasional tingkat dasar. 
(2) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat madya berhak mendapatkan sertifikat pelatih 
nasional tingkat madya. 

(3) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Pelatih Olahraga 

tingkat utama berhak mendapatkan sertifikat pelatih 
nasional tingkat utama. 

 
Pasal 63 

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
diterbitkan dalam bentuk sertifikat elektronik yang 
ditandatangani oleh deputi yang melaksanakan tugas 
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dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga dan 

ketua umum IOCO tingkat pusat. 
(2) Dalam hal ketua umum IOCO tingkat pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau 

tetap, sertifikat ditandatangani oleh paling rendah 
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. 

 
Pasal 64 

(1) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 diterbitkan melalui sistem informasi Pelatihan Pelatih 
Olahraga yang disediakan oleh Kementerian yang 

dikoordinasikan oleh deputi yang melaksanakan tugas 
dan fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga. 

(2) Petunjuk pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik 
ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang peningkatan prestasi Olahraga. 
 

Pasal 65 

Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 belum tersedia, sertifikat diterbitkan dalam bentuk 

fisik. 
 

Bagian Keenam 
Sistem Informasi  

 

Pasal 66 
(1) Deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

peningkatan prestasi Olahraga mengembangkan sistem 
informasi Pelatihan Pelatih Olahraga yang terintegrasi 

sebagai media informasi dan komunikasi dalam 
penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga. 

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat dalam portal resmi Kementerian. 

 

BAB VIII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 67 

(1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan 
Pelatih Olahraga, Menteri melakukan pemantauan dan 
evaluasi. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) secara teknis dilakukan oleh deputi yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan 

prestasi Olahraga dengan melibatkan tim koordinasi 
pusat desain besar Olahraga nasional. 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perbaikan 

kebijakan terkait penyelenggaraan Pelatihan Pelatih 
Olahraga. 
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Pasal 68 

(1) Untuk mendukung Pemantauan dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67, penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga wajib 

melaporkan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga 
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya 

sertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan: 
a. Gubernur dan ketua umum IOCO tingkat Pusat 

menyampaikan laporan ke Menteri; 

b. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan ke Menteri 
melalui Gubernur; 

c. ketua umum IOCO tingkat provinsi menyampaikan 
laporan ke Gubernur; dan 

d. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota dan 
ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga 
menyampaikan laporan ke Bupati/Wali Kota. 

(3) Penyampaian pelaporan secara berjenjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan 

melibatkan tim koordinasi desain besar Olahraga 
nasional dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi 

sampai dengan tingkat pusat sesuai kewenangannya. 
 

BAB IX 

PENDANAAN 
 

Pasal 69 
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka Pelatihan Pelatih 

Olahraga bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 70 
Penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga yang 
dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 hanya dapat dilakukan paling lama 
1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

 
Pasal 71 

Sistem informasi Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 harus sudah tersedia paling lambat 
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku. 
 

Pasal 72 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 
Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Oktober 2023 
 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
ttd. 
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